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ABSTRAK 

 
Skripsi yang berjudul “Akibat Hukum Putusanya Perkawinan Karena 

Salah Satu Pihak Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 
1293/Pdt.G/2016/PA.Cjr)”, secara umum bertujuan untuk mengetahui dan 

menganalisis alasan dan akibat hukum murtadnya salah satu pihak dalam 
perkawinan sebagai dasar fasakh dan perceraian dan pertimbangan hakim dalam 

memutus perkara Nomor 1293/Pdt.G/2016/PA.Cjr. 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis 

normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Adapun metode 
pengumpulan data menggunakan data sekunder, dan metode analisis data dengan 

kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, alasan murtadnya salah satu 

pihak dalam perkawinan sebagai dasar fasakh dan perceraian adalah karena 
perkawinan dalam agama Islam tidak diperbolehkan dilakukan dengan berbeda 

agama. Pasangan beda agama sulit kemungkinannya untuk mewujudkan tujuan 
perkawinan, yaitu keluarga yang harmonis, karena akan terjadi benturan prinsip 

dan perbedaan pandangan. Akibat hukum murtad dalam perkawinan dapat 
menyebabkan fasakh atau perceraian. Dalam konteks fasakh, murtadnya salah satu 

pihak mengakibatkan perkawinan dianggap batal dan tidak sah, tanpa memutus 
hubungan antara anak dengan orang tua (Pasal 76 KHI). Sementara dalam 

perceraian, akibat murtad termasuk mengakhiri perkawinan tanpa 
membatalkannya, status mantan suami isteri, berakhirnya hak nafkah suami 

kepada isteri, larangan mereka untuk menikah kembali (Pasal 40 huruf c KHI), 
dan hak asuh anak terletak pada sang ibu jika anak masih di bawah umur atau 

disusui, dengan si ayah berkewajiban memenuhi kebutuhan anak (Pasal 105 KHI). 
Meskipun demikian, yurisprudensi Hakim dapat memengaruhi pihak beragama 

Islam yang berhak mengasuh anak. 
Pertimbangan Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan 

alasan bahwa Termohon telah beralih agama atau murtad, yang mengakibatkan 
ketidakrukunan dalam rumah tangga mereka. Meskipun Hakim mengabulkan 

permohonan Tergugat, dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan putusan talak 
satu raj'i. Talak satu raj'i adalah bentuk perceraian di mana suami memberikan 

talak kepada istrinya satu kali dan masih dalam masa iddah. Dalam talak satu 
raj'i, pasangan yang bercerai memiliki kesempatan untuk rujuk kembali tanpa 

perlu melakukan pernikahan baru. Adanya ketidaksesuaian antara putusan hakim 
yang menjatuhkan talak satu raj'i dengan fakta bahwa pihak Termohon telah 

menjadi murtad yaitu bertentangan dengan Pasal 40 dan 44 KHI yang melarang 
perkawinan antara orang Islam dengan non-Islam. Dalam konteks ini, meskipun 

putusan talak satu raj'i memungkinkan rujuk kembali, hukum yang mengatur 
perkawinan antara pihak Islam dengan non-Islam mengharuskan adanya 

kepatuhan terhadap syarat dan rukun perkawinan yang ditetapkan oleh syariat 
Islam. 

 
Kata Kunci: Akibat Hukum, Perkawinan, Murtad.  
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ABSTRACT 
 
 

The thesis entitled "The Legal Consequences of Dissolution of Marriage 
Due to One Party's Apostasy (Study of Decisions of the Cianjur Religious Court 

Number 1293/Pdt.G/2016/PA.Cjr)", in general aims to find out and analyze the 
reasons and legal consequences of apostasy of one of the parties in marriage as a 

basis for fasakh and divorce and consideration of judges in deciding cases 
Number 1293/Pdt.G/2016/PA.Cjr. 

The approach method used in this research is normative juridical, with 
descriptive analytical research specifications. As for data collection methods 

using secondary data, and data analysis methods with qualitative. 
The results of the research show that First, the reason for apostasy by one 

of the parties in a marriage as a basis for fasakh and divorce is because 
marriages in Islam are not allowed to be carried out between different religions. 

It is difficult for couples of different religions to realize the goal of marriage, 
namely a harmonious family, because there will be clashes in principles and 

differences in views. The legal consequences of apostasy in marriage can lead to 
fasakh or divorce. In the context of fasakh, the apostasy of one of the parties 

results in the marriage being deemed void and invalid, without severing the 
relationship between the child and the parents (Article 76 KHI). Meanwhile, in 

divorce, the consequences of apostasy include ending the marriage without 
canceling it, the status of ex-husband and wife, the end of the husband's right to 

support the wife, the prohibition on them from remarrying (Article 40 letter c 
KHI), and child custody rests with the mother if the child is still under age or 

breastfeeding, with the father obliged to meet the child's needs (Article 105 KHI). 
However, the judge's jurisprudence can influence Muslim parties who have the 

right to care for children. 
The Panel of Judges considered granting the Petitioner's petition on the 

grounds that the Respondent had changed religion or apostatized, which resulted 
in disharmony in their household. Even though the judge granted the Defendant's 

request, in this decision the judge handed down a decision of one raj'i talaq. One 
raj'i talaq is a form of divorce where the husband gives his wife one talaq while 

still within the iddah period. In one raj'i talak, divorced couples have the 
opportunity to reconcile without the need for a new marriage. There is a 

discrepancy between the judge's decision to impose one raj'i talaq and the fact 
that the Respondent has become an apostate, which is contrary to Articles 40 and 

44 of the KHI which prohibit marriage between Muslims and non-Muslims. In this 
context, although the talak one raj'i decision allows for reconciliation, the law 

governing marriage between Muslims and non-Muslims requires compliance with 
the conditions and pillars of marriage stipulated by Islamic law. 

 
Keywords: Legal Consequences, Marriage, Apostasy. 
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